
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tabun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Tl Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apararur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint.aban Daerah [Lembaran Negara Republik 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkunga:n instansi 
pernerintah daerah, perlu dilakukan penataan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota 
Kendari; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 
ayat. (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
202 I tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
Pada lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dala.m huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari: 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

KOTA KENDARI 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR e, TAHUN 2022 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

WALJKO~l'A KENDARJ 

Mengingat 

Menirnbang 

• 

• 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara .Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nornor 18 tahun 2016 tentang Peran.gkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 
Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagimaoa Lelah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 

7. Peraturan Menter] Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
?.O l 5 tentang Pembentukan Produk Huk:um Daerah 
(Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peracuran Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 
Tahun 2016 ten tang Pedoman Nornenklatur 
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas 
Pemuda dan Olahraga; 

Y. Peraturan Menteri Pendiclikan Dan Kebudayaan 
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan (Serita Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubab 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkar Daerah Bidang 
Pendidikan dan Kebudayaan [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 652); 
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Perangkat Daerah sebagai 
Daerah yang mernimpin 

yang menjadi kewenangan 

Dalam Peraturan ini yang dima.ksud dengan : 
1. Kota a.dalah. Kata Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan 

unsur Penyelcnggara Pernerintahan 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
Pemerintah Kota Kendari, 

3. Walikota adalah Walikota Kendari, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dinas a.da.Jah Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan Olahraga Kota 

Kendari. 
6. Kepa.la Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan 

Olahraga Kota Kendari. 
7. Unit Kerja/Wilayab Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja non 

struktural yang dipimpin oleh. seorang Koordinator. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALll{OTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN 
DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedornan Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daera.h 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa.ratur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

12. Peraturan Menteri Pendayaguna.an Aparatur Negara 
dan Reforma.si Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisaai Pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birckrasi (Serita Negara Republik 
lndonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

13. Peraturan Da.erab Kota Kendari Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diuba.h beberapa kali terakh.i.r dengan Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nornor 11 Tahun ?.020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun ?.O 16 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lernbaran Daerah 
Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 
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(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
diklasiftkasikan alas tipe A. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagai.mana dirnakaud pada ayat (1), berdasarkan 
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang pendidikan dan bidang kepernudaan dan olahraga. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Bagian Ketiga 
Tlpe Perangkat Daerah 

Nomenklatur Perangkat Daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, adalab Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga. 

Pasal 4 

Bagian Keclua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan surnber daya manusia 
yang dimiliki Pemerintah Daerah, uru san pemerintahan bidang pendidikan 
dilakukan penggabungan urusan dengan urusan pemerintahan yang 
serumpun, yaitu dengan urusan pemerinta.han bidang kepemudaan dan 
olahraga. 

Pasal 3 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan bidang 
penclidikan dan bidang kepemudaan d.an olahraga diwadahi dalam bentuk 
Dinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok Iayanan pendidlkan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

9. -Jabatan Fungsional adalab sekelornpok jabatan yang berisi fungsi dan 
rugas berkaitan dengan pelayanan fungaional yang berdasa.rkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu pada Dinas Pendidikan, 
Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, 

10. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suaru satuan kerja 
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(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: 
a Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 

Formal; 
d. Bidang Pembinaan Pend.idikan Dasar; 
e. Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 
I. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; 
g. Unit Kerja/Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan; 
h. Satuan Pendidikan; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan peraturan Walikota ini. 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga 

yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan formal dan nonformal, 
pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan 
peningkatan prestasi olahraga; 

c. pengendalian urusan kesekretariatan lingkup Dinas; 
d. pengkajian rencana pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 

kependidikan, tenaga kepemudaan dan tenaga keolahragaan; 
e. pembinaan tenaga fungsional, dan satuan pendidikan lingkup Dinas; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsiDinas. 

Pasal 8 

Dinas rnempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan rugas pembantuan di 
bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, 

Pasal 7 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah, 

(2) Dinas clipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada \Valikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BABllI 
KEDUDURAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
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( l) Kepala Dinas mempunyai tu gas cnembantu Walikota dalam 
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan, 
kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Dinas menyelenggarakan fungsi ; 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kepernudaan, dan 

keola hrgaan; 
b. penyelenggaraan tugas-rugas di bidang pendidikan, kepemudaan, dan 

keolahragaan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan formal dan 
non formal, pemberdayaan dan pengembangan pernuda, 
pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olahraga; 

c. pengendalian urusan kesekretariatan lingkup dinas; 
d. pengkajian pcngangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 

kependidikan; 
e. pembinaan tenaga fungsionaJ dan satuan pendidikan lingkup Dinas 

Pendidikan Kepernudaan, dan Olahraga; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota, Wakil Walikota dan 

Sekretaris Daerah 
(3) Rincian rugas Kepala Dinas sebagai berikut : 

a. rnenyusun dan mcrumuskan perencanaan strategis Dinas Pendid.ikan 
Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku da.n surnber data yang tersedia sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan di Bidang Pendidikan 
Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan perencanaan pembangunan 
Daera.b dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai 
bahan arahan opcrasional Dinas, 

c. mengarahkan bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedornan 
pelaksanaan program; 

d. melaksanakan pengkajian/penelaaban sesuai kewenangannya dalam 
rangka pencarian altematif solusi/kebijakan bagi Atasan; 

e. rnelaksanakan koord.inasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau 
instansi terkait untu.k mendapatkan masukan, inforrnasi serta 
mengevaluasi perrnaealahan agar diperoleh basil kerja yang optimal; 

f. melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar, PAITD dan pendidikan 
nonformal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka pencapaian standar pelayanan minimal; 

g. menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan 
pendidikan nonformaJ sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan dalam rangka mewujudkan tercapainya peningkatan 
kualitas pendidikan; 

h. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan ku.rikulum 
pcndidikan dasar sesuai ket.entuan Peraturan Perundang-undangan 
dan kewenangannya dalam rangka rnewujudkan tercapainya 
peningkatan kualitas pendidikan dasar; 

Baglan Kesatu 
Kepala Dinaa 

Pasal 10 • 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 
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1. melaksanakan sosiallsasi kerangka dasar dan struktur kurikulum 
PAUD dan pendidikan dasar sesuai ketentuao Peraturan Perundang­ 
u ndangan dan kewenangannya dalam ra.ngka mewujudkan 
tercapainya peningkatan kualitas PAUD dao pendid.ikan dasar; 

J. melaksanakan fasilitasi implementasi kurikulum PAVD dan 
pendidikan dasar sesuai ketenruan Peraturan Perundang-undaogan 
dala.m rangka pengelolaan PAUD dan pendidikan dasar; 

k. melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum PAUD dan 
pendidikan dasar serta pemenuhan standar nasional sarana dan 
prasarana PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dasar 
sesuai ketentuan Pera tu ran Perundang-undangan dan 
kewenangannya dalam rangka mewujudkan tercapainya peningkatan 
kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan: 

l. melakukan pernbinaan dan pcngcmbangan pendidik dan tenaga 
kependidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonforrnal 
sesuai ketentuan Pera tu ran Perundang-undangan dan 
kewenangannya dalam rangka mewujudkan peningkatan kompetensi 
pendidik dan tenaga kependidikan; 

m. mengevaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada PAUD, 
pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan kewenangannya sebagai bahan 
pengambilan kebijakan; 

n. mclaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan nonforrnal sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan mum 
pendidikan nonformal; 

o. melaksanakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 
kewenangannya dalam rangka pernerataan mutu pendidikan; 

p. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di 
bidaog pendidikan dasar, J-'AU LJ dan pendidikan nonformal dalam 
rangka mewujudkan tercapainya peningkatan kualiras, aksesibilitas 
dan pemerataan pelayanan pendidikan; 

q, menyelenggarakan pelayanan perizlnan di Bidang Pendidikan yang 
menjadi kewenangannya dalam rangka pemberian legalitas 
operasional di Bidang Pendidikan; 

r. melakukan analisis/penelaahan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan kewenangannya dalarn rangka inovasi 
pelayanan di Bidang Pendidikan; 

s. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 
pendidikau dasar, PAUD dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undanga.n dalam rangka mewujudkan 
tercapainya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan 
pelayanan pendidikan; 

t. membina pelaksaoaan urusan pemerintahao Bidang Pendidikan 
Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota; 

u. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di 
bidang pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal dengan 
cara mengukur pencapaian sasaran yang telah diperjanjikan sebagai 
bahan penyusunan laporan; 

v. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap 
kegiatan pcndidikan scbagai bahan evaluasi; 

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan merulai kinerja bawahan 
mclalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan pencapaian 
kinerja; 
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PasaJ 12 

(1) Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
( 1 J, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. koordinasi penyusunan kebijakan. rencana, program, kegiatan, dan 

anggaran di bidang pcndidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan nonformal, dan kepemudaan dan olahraga serta tugas 
pembantuan di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga; 

b. pengelolaan data dan Informasi di bidang pendidikan anak usia dini, 
pen<lidikan dasar, pendidikan non formal, dan kepemudaan dan 
olahraga; 

c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kepemudaan 
dan olahraga; 

d. koordinasi pengelolaan dan Iaporan keuangan di lingkungan dinas 
pendirlikan kepernudaan dan olahraga; 

e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan da.n 
fasilitasi advokasi hukurn di bidang pendidikan anak usia dini, 
pendidlkan dasar, pendidikan nonformal, dan kepemudaan dan 
olahraga; 

f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas 
pendidikan kepemudaau dan olahraga; 

g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan 
kepemudaan dan olahraga; 

h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang 
pendidikan kepemudaan dan olabraga yang meliputi fasilitasi 
pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
dan penclidikan nonformal, fasilitasi pengemba.ngan karier pendidik, 
penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan 
pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan 
sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan 
kepemudaan dan olahraga, dan tugas- tugas pembantua.n lainnya; 

i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan bubungan 
masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan nonformal, dan kepemudaan dan olahraga; 

j. koordinasi pcmantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
nonformal, dan kepemudaan dan olahraga; 

(I) Sekretariat bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif 
serta koordtnasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan 
kepemudaan dan olahraga, 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleb 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 11 

x. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai 
dasar pengarnbilan kebijakan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; <lan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain. sesuai dengan perintah atasan, 

Bagian Kedua 
Sekretariat 
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(J) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf a, bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan 
administrasi urnurn meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 

Pasal 14 

Sekreta riat, tercliri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok .Jabatan Fungsional 

Pasal 13 

k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan 
kepernudaan dan olahraga; 

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan clan kerumahtanggaan di 
lingkungan dinas pendidikan kepernudaan dan olahraga; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan Jain sesual dengan perintah atasan. 
(2) Rmcian tu gas Sekretaris sebagai beriku t : 

a. merencanakan program Sekretariat berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 
dalam rangka pelaksanaan k:egiatan kesekretarlatan; 

c. melaksanakan koordinas.i dengan seluruh Bidang di lingkungan 
Dinas Pendiclikan Kepemudaan dan Olahraga untuk rnendapatkan 
rnasukan, informasi sorta untuk mengevaluasi permasalahan dalam 
rangka penyusunan rencana program dan kegiatan; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka 
penyusunan laporan-Iaporan dinas secara periodik; 

e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan 
Dinas Pendiclikan Kepemudaan dan Olah.raga untuk mendapatkan 
masukan, inforrnasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasfl kerja yang optimal; 

f. mcngatur pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi 
sesuai ketentuan Peraturan Peru ndang-undangan dalam pemberian 
dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan; 

g. mengatur penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, 
dan hubungan rnasyarakat sesuai kewenangan Dinas Pendidikan 
Kepemudaan dan Olah.raga guna kelancaran tu gas; 

h. rnengatur pengelolaan barang rnilik daerah sesuai kewenangan Dinas 
Pendidikan agar terlaksana sesuai ketenruan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

i. rnelaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap 
kegiatan Sekretariat sebagai bahan evaluasi; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. mernonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan rugas bawahan sesuai 
bidangrugasnya guna pencapaian program dan kegiatan 
kesekretariatan; 

I. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

' 

-9- 



kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, 
dokumcntasi, kearslpan dan pengelolaan adrninistrasi kepegawaian serta 
menyusun bahan rancangan peraturan perunclangan-unclangan lingkup 
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

f3) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Sub 
BagianUmum dan Kcpcgawaian menyelenggarakan Fungsi: 
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, 

dan ketatalaksanaan, 
b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, 
c. pelaksanaan fasilitasi advokasi hukum, 
d. pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, 

pendidi.kan dasar, pendidikan nonformal, dan kepemudaan dan 
olahraga; 

e. pengkoordinasian dan penyusunan baha:n kerja sarna, publikasi, dan 
hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kepemudaan dan 
olahraga; dan 

f. pelaksanakaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya 

(4) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai 
berikut : 
a. merencanakan kegiatan dan anggaran sub bagian Urnum dan 

Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
clan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; 

b. memberi petuniuk kepada Pelaksana/Bawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
ad.ministrasi umurn meliputi ketatausabaan, organisasi dan 
tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rurnah tangga, 
perlengkapan, dokumenrasi, kearsipan; 

c. mernberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pengelolaan adrninistrasi kepegawaian; 

d. mcmbcri petunjuk 'kepada Pelaksana/Dawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka. pengumpulan clan penyusunan bahan 
rancangan peraturan perundang-undangan; 

e. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 
tugasjabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian; 

f. membimbing PeJaksana/ Bawahan sesuai bidang tu gas jabatannya 
guna pencapaian Idnerjajabatannya; 

g. memeriksa hasil lcerja Pelaksana/Bawahan scsuai bidang tugas 
jabatannya sebagai bahan evaluasi: 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target 
kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

1. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasa.n sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas jabatannya. 

• 

• 10 · 



(l) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat 
(1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perumusan clan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang .kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 
sarana prasarana. serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonforrnal; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan saran.a prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan 
pendidikan nonformal; 

c, penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan 
non formal; 

d. penyusunan bahan pencrbitan izin pendirian, penataan, dan 
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nouforrnaJ; 

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, 
kelernbagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendid.ikan anak usia dini, dan pendidikan 
nonformal; 

f. pelalcsanaan pernantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan 
pendid.ikan nonformal; 

g. pelaporan di bidang kurikulutn dan penilaian, kelembagaan dan 
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan 

h. pelaksanakaan tu gas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Rincian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal sebagai berikut : 
a. merencanakan program Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan 

Nonforma1 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, 

b. rnenyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan 
araban operasional program dan kegiatan; 

Pasal 16 

[I] Bidang Penibinaan Pendidikan Anak Usia Dini clan Pendidikan Nonfonnal 
bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan clan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pernbinaan pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan nonforrnal. 

(2) Bic..lang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertangguug jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 15 

Ba.gian Ketlga 
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Non Formal 
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Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, 
terdiri atas : 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; 
b. Scksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 
c. KelompokJabatan Fungsional. 

Pasal 17 

c. membagi tugas kepada Bawahan sesual dengan bidang tugasnya 
daJam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan 
Pendidikan Nonformal serta pembinaan kursus dan pelatihan; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bldang di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan clan Olahraga untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh basil kerja yang optimal; 

e. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan PAUD 
dan Pen.clidikan Nonformal; 

f. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyiapan bahan penguatan kelembagaan, peserta didik serta 
pengembangan bakat dan minat PAUD dan Pendidikan Nonformal; 

g. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka perluasan PAUD dan Pendidikan Nonformal: 

h. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka pelaksanaan kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam 
belajar efektif setiap tahun bagi PAUD; 

i. mengatur pela.ksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyusunan dan pelaksanaan kurikulum PAUD; 

j. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka fasilltas! penilaian basil belajar PAUD dan Pendidikan 
Nonformal; 

k. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan 
sarana dan prasarana PAUD dan Pendid.ikan Nonformal; 

l. mengarur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan PAUD dan 
Pendidikan Nonformal; 

m, mengatur pclaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 
dalamrangka pemrosesan pemberian pertirnbangan teknis kelayakan 
kegiatan untuk pendirian Iembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal 
serta penyiapan pelaksanaan akreditasinya; 

n. mengatur petaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAUD dan 
Pendidikan Nonformal; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai 
bidang tugasnya sebagai bahan rnasukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai 
bidang rugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang 
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal; 

q. rnelaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Seksi Kurikulum clan Penilaian sebagaimana dirna.ksud dalam Pasal 17 
huruf a, bertugas rnelakukan pengumpulan dan penyusunan bahan 
dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan 
pengembangan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pcndidikan Nonformal, 

(2) Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pembinaan Penctidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal. 

(3) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana ctimaksud pada ayat (1), Seksi 
Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonfonnal; 

b. penyusunan bahan penetapan kuri.kulum muatan lokal dan kriteria 
penilaian pendidikan nonformal; 

c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan 
penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pclaksanaan 
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan nonformal; dan 

a. pelaksanakaan tugas kedinasan lain yang .diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

('1) Rincian tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai berikut : 
a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum dan 

Penilaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dan surnber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
perumusan kebijakan teknis bidang Kurikulum dan Penilaian 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana 
kegiatan implementasi kurikulum dan kriteria penilaian Pendictikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfonnal; 

d. mernberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan kalender 
pendidikan clan ketentuan jum1ah jam belajar efektif setiap tahun 
bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendictikan Nonformal; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksaria/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pelaksanaan kurikulum. nasional dan muatan lokal Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 

f. mernberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan seeuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pem binaan program kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 

Pasal 18 
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(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 buruf b, bertugas melakukan pengumpulan dan penyusunan 
bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemanta.uan, 
pembinaan kelernbagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Nonfonnal. 

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), dipimpin oleh Kepa.la Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak 
Usia Dlni dan Pendidikan Nonformal. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi 
Kelemhagaan clan Sarana Prasarana rnenyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dirii dan 
pendidikan nonformal; 

b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dau 
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan 
sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan nonforrnal; dan 

f. pelaksanakaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 

(4) Rincian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut : 
a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan 

Sarana Praeararia berdasarkan ketentuan Peraruran Perundang­ 
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
perurnusan kehijakan tekrns bidang Kelernhagaan dan Sarana 
Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Penclidikan Nonfonnal; 

Pasal 19 

monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Anal< Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal, 

h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 
tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

1. membimbing PelaksanazBawahan sesuai bidang tugas jabatannya 
gu na pencapaian kinerja jabacannya; 

j. memcriksa basil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target 
l<inerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

I. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

n melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tu gas jabataunya. 

• 14 - 



( 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar bertugas melaksanakan 
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pernbinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

Pasal 20 

Bagian Keempat 
Bidang Pembina.an Pendidikan Dasar 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan kriteria dan 
standarisasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka analisia/pengkajian guna pengembangan 
kelcmbagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonformaJ; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
koordinasi dan pemberian fasilitaai kegiatan pengembangan 
kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pencliclikan Nonfonnal; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya daJam rangka pengumpulan clan penyusunan bahan 
pemberian pertimbangan teknis kelayakan pendirian lembaga 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 

g. mernberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendid.ikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal; 

h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
perencanaan,pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan clan 
perawatan sarana dan prasarana Pen.didikan Anak Usia Dini; 

i. memberi perunjuk kepada Pelaksana /Bawahan sesuai hidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyaluran 
bantuan/subsidi dan pemantauan pemanfaatannya pada Penclidikan 
Anak Usia Dini; 

J· memberi petunjuk kepada Pela.k.sana/Bawahan sesuai biclang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pengawasan dan pengendalian Jembaga Pendidikan Anak Usia Dini; 

k. mendistribuaikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesua! hidang 
tugas jabatannya gun a kelancaran pelaksanaan tu gas seksi; 

I. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 
guna pencapaian kinerja jabatannya; 

m. memeriksa hasil kerja Pela.k.sana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target 
kinerja yang dipe:rjanjikan dalam rangka pen.ilaian kinerja; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagaJ 
bahan masukan guna kelancaran pela.ksanaan tugas; 

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tu gas jabatannya. 
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( l) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat(l ), Bidang Pembtnaan Pendidikan Dasar me.nyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perurnusan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelernbagaan dan 
sarana prasarana, serta pescrta didik dan pembangunan karakter 
sekolah dasar dan sekolah menengah perta.ma; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakau di bidang kuri.kulum dan 
penilaian, kelembagaan da.n sarana prasarana, serta peserta didik 
dao pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolab menengah 
pertama; 

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah 
dasar dan sekolab menengah pertama; 

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 
penutupan sekolah dasar dan sekolab menengah pertarna; 

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah mencngah 
pertama; 

f. penyusunan bahan pernbinaan bahasa dan sastra daerah yang 
penuturnya dalam kota; 

g. pelaksanaan pernantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama; dan 

h. pelaporan di bidang kurikulurn dan penilaian, kelembagaan dan 
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan 

1. pelaksanaan tugas .kedinasan Jain yang diberikan oleh Atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas Bidang Pembinaao Pendidikan Dasar sebagai berikut : 
a. merencanakan program Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber 
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merumuskan kcbijakan teknis sesuai ketentuan 
Peraruran Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan 
arahan operasional program dan kegiatan; 

c. membagi tugas kepada Rawahan sesuai dengan bidang tugasnya 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang kurik:ulum, peserta didik, 
sarana clan prasarana, dan tata kelola pendidikan dasar; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh basil kerja yang optimal; 

e. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyusunan kalender pendidikan dan ketentuan jum.lah jam 
belajar efektif setiap tahun bagi pendid.ikan dasar; 

Pasal 21 

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertangguog 
jawab kepada Kepa la Dinas. 
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(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf a, bertugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan 

Pasal 23 

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas : 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pan.I 22 

f. mengatur pelaksanaan tugas Bawaban sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar; 

g. rnengatur pelaksanaan rugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; 

h. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan karakter 
peserta didik; 

i. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyusunan petunjuk. pelaksanaan penerimaan peserta didik 
baru pendidikan dasar; 

j. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya 
rnelalui penilaian proses dan hasil belajar pendidikan dasar dalam 
rangka pengendalian mutu pendiclikan dasar; 

k. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka perencanaan, pengada.an, pertdistribusian, pendayagunaan 
dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar; 

l. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalarn 
rangka peningkatan dan pengembangan perpustakaan sekolah, 
Iaboratoriurn, sarana dan prasarana pendidikan dasar; 

m. rnengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalarn 
rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pendidikan 
dasar; 

n. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya daJam 
rangka penyiapan bahan koordinasi kerjasama dengan pihak lain 
bagi pengembangan pendidikan dasar; 

a. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyusunan standar kompetensi siswa pendidikan dasar; 

p. rnengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka pemberian birnbingan teknis dan supervisi di bidang 
kurikulum, pescrta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola 
pendidikan dasar; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai 
bidangtugasnya sebagai bahan masukan guna kelancara.n 
pelaksanaan tugas; 

r. memonltoring dan mengevaluasi pelakaanaan tugas Bawahan seauai 
bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang 
Pembinaan Pendidikan Dasar; 

s, melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

t. m.elaksanak.an tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pernantauan, pembinaan 
dan pengembangan kurikulurn dan penilaian pendidikan dasar. 

(2) Seksi Kurikulum dan Penilaian sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah clan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Dasar. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),Seksi 
Kuriku.lum dan Penilaian rnenyelenggarakan fungei : 
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulurn dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama; 

b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria 
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulurn dan 
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

d. penyusunan bahan pemblnaan babasa dan sastra daerah yang 
penutumya dalarn daerah kota; 

e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah meoengab 
pertama; 

f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan 
sekolab menengab pertama; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
h. pelaksanakaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Rincian tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan clan anggaran Seksi Kurikulum dan 
Penilaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; 

b. memberi petunjuk kcpada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perurnusan kebijakan 
teknis bidang kurikulum dan perulaian pendidikan dasar; 

c memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalarn rangka penyiapan bahan penyusunan kalender 
pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar efektif setiap tahun 
bagi pendidikan dasar: 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Dawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan kurikulurn 
pendidikan dasar; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan kurikulum 
muatan lokal pendidikan dasar; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pcnyiapan bahan pengendalian mutu 
pendidikan dasar; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan monitoring dan evaluasi 
kinerja pendidikan dasar; 

h. memberl petunjuk kepada Pclaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
evaluasi pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal bagi 
pendidi.kan dasar; 

i. mcmbcri petunjuk kepada Pelaksaria/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan bimbingan reknis dan 
supervisi di bidang kurikulum dan penilaian; 
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(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf b, bertugas melakukan pengumpulan dan 
penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, 
pernantauan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan 
Sarana Prasarana pend.idikan dasar. 

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan 
Dasar. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyeJenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolab dasar dan sekolab 
menengah pertama, 

b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana 
sekolah dasar dan sekolah menengab pertama; 

c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 
penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, 
dan prasarana sekolab dasar dan sekolah menengah pertama; 

e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama; dan 

f. pelaksanakaan tugas kedinasan lain yang dlberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 

(4) Rincian tugas Seksi Kelembagaan clan Sarana Prasarana sebagai 
berikut: 
a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan 

Sarana Prasarana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundaog­ 
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaao kegiatan; 

b. mernberi petunjuk kepada Pclaksana/Bawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan 
tcknis Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengwnpulan clan penyusunan bahan 
kerjasama dengan pihak lain di Bidang Pengembangan Kelembagaan 
clan Sarana Prasarana pendidikan dasar; 

Pasal 24 

j, mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 
tugas ja.batannya guna kelancaran pelaksauaan tugas Seksi; 

k. membimbing Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tu gas jabatannya 
guna pencapaian kinerjajabatannya; 

l. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

m. mengevaluasi pclaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target 
kinerja yang diperjanjikan dalam rangka perrilaian kinerja; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas jabatannya. 
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d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan kerjasama di Bidang Pengembangan 
Kelembagaan dan Sarana Prasarana pendidikan dasar, 

e. mernberi petunjuk kepada Pela.ksana/Bawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengolahan data lembaga pendidikan 
dasar; 

f. rnemberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan aesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengolahan data sarana dan prasarana 
pendidikan dasar; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan baban 
koordinasi dan pemberian fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan 
pendidikan dasar; 

h. memberi petunjuk ke_pada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalarn rangka analisa kebutuhan sarana dan prasarana 
pendidikan dasar; 

i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
ja.batannya dalam rangka penyiapan bahan pengadaan, 
pendiscribusian dan pemelihara.an sarana dan prasarana pendidikan 
dasar; 

J. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Hawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalarn rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
evaluasi pendayagunaan sarana dan prasarana bagi pendidikan 
dasar; 

k. memberi petunj uk kepada Pela.ksana/ Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pembinaan lomba preetasi, gugus sekolah dan akreditaai; 

1. memberi petunjuk kepada. Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pembinaan dan pengembangan perpusrakaan dan laboratorium 
sekolah bagi pendidikan dasar; 

m. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan pedoman 
teknis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
dasar; 

n. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang 
tugas jabatannya guna kelancaran pela.ksanaan tugas Seksi; 

o. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 
guna pencapaian kinerjajabatannya; 

p. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target 
kinerja yang dipcrjanji.kan dalam rangka penilaian kinerja; 

r. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

s. me)aporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb Atasan 
sesuai dengan tu gas jabatannya. 
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(1) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat(l), Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan 

kebija.kan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, dan pendidikan nonformal; 

b. penyusunan bahan kebija.k:an di bidang pernbinaan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 
sekolah menengah pertarna, dan pendidikan nonformal; 

c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tcnaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama, dan pcnclidikan nonformal; 

d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 
pertarna, dan pendidikan nonformal; 

e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam kota; 

f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan 
pcndidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, clan pendidikan 
nonforrnal; 

g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, dan pendidikan nonformal; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas clan fungsinya. 

(2) Rincian tugas Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
sebagai berikut : 
a. merencanakan program Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan 
tu gas; 

b. menyusun clan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan 
arahan operasional program dan kegiatan: 

Pa.sal 26 

(1) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas 
melaksanakan penyusunan bahan perurnusan dan pelaksanaan 
kebijakan dJ bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pcndictikan anak usia dini, sekolah dasar, sekotah menengah pertama, 
clan pendiclikan nonformal. 

(2) Bidang Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 25 

Bagian Kelima 
Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, 
bertugas melakukan pengurnpulan dan penyusunan bahan dalam rangka 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal 

(2) Seksi. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Seksi yang berada cli bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pendidik dan Tenaga Kcpendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi : 

Pasal28 

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas : 
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependi.dikan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonforrnal; 
b, Seksi Pendidik Pendidikan Dasar; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsicnal 

Pasal27 

c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang rugasnya 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan sclurub Bidang di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh basil kerja yang optimal; 

e. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyusunan rencana kebutuhan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan; 

f. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka perumusan teknis penataan, mutasi dan promosi Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan; 

g. rncngatur pclaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyiapan bahan pembinaan, pengembangan karier, 
kemampuan profesional, kesejahteraan, penghargaan, dan 
perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

h. rnengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyiapan bahan evaluasi pengelolaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai 
bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai 
bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang 
Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

k. metaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
rugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb Atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan nonformal; 

b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pem.indahan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal; 

c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembinaan pendiclik dan tenaga kependidikan pendidikan anak: usia 
dini dan pendidikan nonformal; 

e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan 

f. pelaksanakaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan rugas dan fungsinya. 

(4) Rincian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Nonforrnal sebagai berikut : 
a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal berdasarkan 
ketentuan Peraruran Perundang-undangan dan sumber data yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan 
tek:nis bidang pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 
dan Pendidikan Nonformal; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka inventarisasi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perencanaan forrnasi dan 
penempatan Pendidik <Ian Tenaga Kependidikan PAUD <Ian 
Pendidikan Nonformal; 

e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penataan Pendidik dan 
Tenaga Kepenclidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka fasilitasi pemrosesan kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan mutasi bagi Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pembinaan dan pengembangan 'karier, kernarnpuan profesional dan 
kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUJJ dan 
Pendldikan Nonformal; 

h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pernberian perhargaan dan perlindungan Pendidik d.an Tenaga 
Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal; 

i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
evaluasi pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan 
Pendidikan Nonformal; 

j. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/I3awahan sesuai bidang 
tugasjabatannya guna kelancaran pelalcsanaan rugas Seksi: 

- 23 - 



( l) Seksi Pendidik Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf b, bertugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan 
dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 
kegiatan pengelolaan Pendidik pendidikan dasar. 

(2) Seksi Pendidik Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pendidik Pendid.i.kan Dasar menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pernbmaan pendidik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
b. penyuaunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan 

pendidik sekolab dasar dan sekolab menengah pertama; 
c. penyusunan bahan pembinaan pendidik sekolah dasar dan sekolah 

menengah perta.ma; 
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pembinaan pendidik sekolah dasar dan sekolah meneugah pertama; 
e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama; dan 
I. pelaksanakaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Rincian tugas Seksi Pendidik Pendidikan Dasar sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiat.an dan anggaran Seksi Pembinaa.n Pendidik 
pendidikan dasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

b. rnemberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalarn rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis bidang pengelolaan Pendidik pendidikan dasar; 

c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannyadalam rangka inventarisasi Pendidik pendidikan dasar; 

d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perencanaan formasi dan 
penempatan Pendidik pendidikan dasar; 

e. rnemberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka peoyiapan bahan penataan Pendidik 
pendidikan dasar; 

f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka fasilitasi pemrosesan kenaikan pan.gkat, 

Pasal 29 

k. rnernbimbing Pelaksana{Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 
guna pencapaian kinerjajabatannya; 

1. memeriksa hasil kerja Pelaksana{Bawaban sesuai bidang tugas 
jabatannya sebagai bahan evaluasi; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target 
kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas kcpada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb Atasan 
sesuai dengan tugas jabatannya. 
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(1) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 
ayat (1) Bidang Pernbinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, 

pengembangan pemuda, pembudayaan olah.raga, peningkatan 
prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan pemuda dan olahraga; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pemberdayaan pemuda, pcngcmbangan pemuda, pembudayaan 
olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan 
pcmuda dan olahraga; 

c. penyusunan norma. standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
pemberdayaan pernuda, pengembangan pemuda, pembudayaan 

Pasal 31 

(1) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan bertugas melaksanakan 
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang 
pemberdayaan pemuda, pengembangan pernuda, pembudayaan 
olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kernitraan 
pemuda d.an olahraga, 

(2) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipirnpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasa.130 

Baglan Keenam 
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 

kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan mutasi bagi Pendidlk 
pendidikan dasar; 

g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dao penyusunan bahan 
pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan 
kesejahteraan Pendidlk pendidikan dasar; 

b. mernberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
pemberian perhargaan dan perlindungan Pendidik pendidikan dasar; 

i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahao sesuai bidang tugas 
jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan 
evaluasi pengelolaan Pendidik pendid.ikan dasar; 

j. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/ Bawahan sesuai bi dang 
tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi; 

k. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya 
guna pencapaian kinerja jabatannya; 

I. memeriksa basil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas 
jabatannya sebagai bahan evalu.asi; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target 
kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; 

n. menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada Atasan sebagai 
bahan rnasukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan pclaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

p. rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas jabatannya. 
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olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan 
pem uda dan olahraga; 

d. pemantauan, analisis, evaluast, dan pelaporan di hidang 
pemberdayaan pemuda, pengernbangan pernuda, pernbudayaan 
olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan. 
pemuda dan olahraga; 

e. pernberian birnbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan 
pemuda, _pengembangan pernuda, pembudayaan olahraga, 
peo.ingkatan prestasi olabraga dan infrastruktur kernitraan pemuda 
dan olahraga; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan 
pernuda, pengernbangan pemuda, pembudayaan olahraga, 
penlngkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan pemuda 
dan olahraga; 

g. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Rincian tugas Bidang Kepemudaan dan Keolah ragaan sebagaf berikut : 

a. merencanakan program Bidang Kepemudaan dan Olahraga 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan sumber 
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas: 

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sehagai hahan 
arahan operasional program dan kegiatan, 

c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 
da1am .rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Kepemudaan dan 
Olah raga; 

d. rnelaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk rnengevaluasi 
perrnasalahan agar diperoleh basil kerja yang optimal; 

e. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan pemuda, 
pengernbangan pernuda, pernbudayaan olahraga, peningkatan 
prestasi olah.raga dan infrastruktur kemitraan pemuda dan olabraga; 

f. mengatur pelaksanaan rugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka peru.musan teknis pemberdayaan pemuda, pengembangan 
pemuda, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan 
infrastruktur kemitraan pemuda dan olahraga; 

g. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyiapan bahan pemberdayaan pernuda, pengembangan 
pemuda, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan 
infrastruktur kemitraan pemuda dan olahraga; 

h. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka penyiapan bahan evaluasi pengelolaan pemberdayaan 
pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, 
peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan _pemuda 
dan olahraga; 

i, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai 
bidang tugasnya scbagai bahan masukan guna kclancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai 
hida.ng tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang 
Kepernudaan dan Olahraga; 
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(1) Saluan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. satuan pendidikan formal; dan 
b. satuan pendidikan nonformal. 

(2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan satuan pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama (SM.P). 

(3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, meliputi Sat.uan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain (KB), 
Tarnan Penitipan Anak {TPAJ, dan Sangga.r Kegiatan Belajar (SKB), 
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LICB), Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PK.BM), Kelompok Belajar (Pokjar), Majelis Ta1im (MT), 
Bimbingan Belajar (B[MBEL), Batai Belajar Beraarna (BBB). Rumah 
Pintar/Rumah Belajar, 

(4) Satuan Pendidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala yang merupakan Jabatan ~ungsional Guru atau 
Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketcntuan 
peraturan perunda.ng-undangan clan berada di bawah serta bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas rnelalui Sekretaris Dinas. 

Pasal 34 

Bagian Kedelapan 
Satuan Pendidlkan 

(1) Un.it Ketja/Wilayah Kecarnatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja non 
struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator, 

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal dari 
pengawas sekola.h di samping tug_asnya sebagai pejabat fungsional atau 
dari pegawai aparatur sipil negara lainnya. 

(3} Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

(4) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan disesuai.kan 
dengan kebutuhan daerah. 

(4) Ketentuan rnengenai pembentukan dan susunan organisasi serta 
tugas dan fungsi Unit Kerja/Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 
scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Oubernur Sulawesi Tenggara. 

Pasal 33 

Bagian Ketujuh 
Unit Kerja/Wilayah Kecamatan Bldang Pendidlkan 

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Pendidik clan Tenaga Kependidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pasal 32 

k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang 
tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 39 

(1) Setiap pirnpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan. 

Dalam rnelaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

Pasal 38 

BABV 
TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b, Pasal 17 huruf c, Pasal 22 huruf c, Pasal 27 huruf c dan Pasal 
32 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelornpok sesuai bidang 
keah Iiannya. 

(2) Jabatan Fungsional scbagairnane dtmaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan 
fungsinya. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana di.maksud pada ayat (1), berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub 
substan.si. 

(5) Ketentuan lebih laojut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Paaa.137 

Jabatan Fungsional sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 35, adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tcrtentu. 

Pasal 36 

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk 
sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 35 

Bagian Kesembilan 
Kelompok Jabatan Fung•ional 
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BABV 
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

Pasal 42 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat 
clan diberhentikan oleh Walikota atas usu! Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleb Kepala Dinas. 
(4) Kepala Dinas rnerupakan jabatan eselon !Tb atau Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama. 
(5) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon llib atau Jabatan 

Administrator, 
(7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi rnerupakan jabatan eselon !Va atau 

-Jabatan Pengawas. 
(8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda. 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 

struktural di lingkungan Dinas. berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 41 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan rertentu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 40 

( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tu gas Kepala 
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas 

(2) Setiap pimpinan saruan organisasi dalam Iingkungan satuan kerja 
bertanggung jawab memimpin dan rnengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan maslng-masing clan 
menyampaikan laporan secara berkala . 

(4) Setiap Iaporan yang diterima oleh pimpinan satuan orgaoisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk rnemberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disarnpaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam melaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi dibantu oleb 
kepala satuan orgarusasi di bawahnya clan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 

• 
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NOMOR 8 

Diundang,kan di Kendari 
pada tanggal, ?-S - I - 2022 

Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kora Kendari. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

2022 
Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, 1 s - I - 

r--- ---· -·- -·- I PAR/~f J<O()qC;;.- .. • ;; 
[;io IN~~~~:fi·~_;;y;, • -: i 

1 ·I) 11!-~~""~-4-,-1¥----l 
2 F-'l· S.\:JtPl>'l 

Pasal 44 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Kendari Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan 
Olahraga Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 77) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

PaPI 45 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota mi, maka Unit 
Kerja/Wilayah Kecarnatan Bidang Pendidikan clan Satuan Pendidikan tetap 
rnelaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 
Kerja/Wilayab Kecamatan Bidang Pendidikan dan Satuan Pendidikan yang 
baru diundangkan. 

Pasal 43 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 
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